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Abstrak 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh penerapan metode penyusutan aset tetap 

berwujud pada Koperasi Langgeng Mulyo. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis penyusutan aset tetap berwujud menggunakan metode saldo 

menurun untuk menentukkan besarnya pajak penghasilan terutang yang harus 

dibayarkan oleh Koperasi Langgeng Mulyo. Metode saldo menurun ini memiliki 

tarif lebih tinggi sehingga dapat mempengaruhi perolehan Sisa Hasil Usaha 

(SHU) dan mampu menekan besar pajak yang akan dibayarkan. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan 

menganalisis data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. 

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, menunjukkan hasil penelitian bahwa 

perhitungan penyusutan menggunakan metode saldo menurun menghasilkan 

beban penyusutan yang lebih besar dibandingkan dengan metode penyusutan yang 

digunakan oleh Koperasi Langgeng Mulyo sebelumnya yaitu dengan perhitungan 

penyusutan metode garis lurus tahun 2020 sebesar Rp79.300.580 dan tahun 2021 

sebesar Rp104.470.211, sedangkan untuk perhitungan metode saldo menurun 

pada tahun 2020 sebesar Rp115.271.008 dan tahun 2021 sebesar Rp192.164.572. 

Diperoleh perbedaan untuk tahun 2020 sebesar Rp35.970.428 dan tahun 2021 

sebesar Rp87.649.361. Hal tersebut tentunya mempengaruhi perolehan Sisa Hasil 

Usaha (SHU) yang mengakibatkan perbedaan beban pajak penghasilan yang 

dibayarkan. 

Kata Kunci : Penyusutan Aset Tetap Berwujud, Metode Saldo Menurun, Pajak 

Penghasilan Terutang 

 

Abstract  

This research is motivated by the application method of depreciation tangible 

fixed assets at the Langgeng Mulyo Cooperative. This study aims to analyze the 

depreciation of tangible fixed assets using the declining balance method to 

determine the amount of income tax payable that must be paid by the Langgeng 
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Mulyo Cooperative. This declining balance method has a higher rate so that it 

can affect the acquisition of Remaining Operating Results (SHU) and is able to 

reduce the amount of tax to be paid. 

This research uses a quantitative descriptive method by analyzing the data 

obtained through interviews and documentation. Based on the data analysis 

carried out, it shows that the depreciation calculation using the declining balance 

method results in a larger depreciation expense compared to the depreciation 

method used by the Langgeng Mulyo Cooperative previously, namely the 

calculation of depreciation using the straight-line method in 2020 of Rp. 

79.300,580 and in 2021 of Rp. Rp104,470,211, while for the calculation of the 

declining balance method in 2020 it is Rp115,271,008 and in 2021 it is 

Rp192,164,572. The difference for 2020 is Rp35,970,428 and for 2021, it is 

Rp87,649,361. This of course affects the acquisition of Remaining Operating 

Results (SHU) which results in differences in the income tax burden paid. 

Keywords : Depreciation of Tangible Fixed Assets, Decreased Balance Method, 

Income Tax Payable 

 

I. PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Penyusutan aset tetap berwujud merupakan biaya perolehan aset selama masa 

manfaat aset.  Dalam menentukan nilai penyusutan aset tetap berwujud 

perusahaan akan menggunakan metode penyusutan yang sesuai. Pemilihan 

metode penyusutan aset tetap berwujud perlu dilakukan dengan benar dan 

mempertimbangan keuntungan bagi perusahaan untuk masa yang akan datang. 

Beban penyusutan aset tetap berwujud harus dialokasikan secara logis dan 

sistematik sesuai dengan prinsip akuntansi dan perpajakan yang berlaku sepanjang 

umur ekonomi aset tetap berwujud tersebut menghasilkan pendapatan. Metode 

penyusutan menurut ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 

Tahun 2008 adalah metode garis lurus dan saldo menurun. Metode penyusutan 

aset tetap berwujud saldo menurun ditentukan berdasarkan presentase dan 

dihitung dari harga tahun aset tetap berwujud. Besarnya presentase adalah dua kali 

presentase metode garis lurus. Dalam perhitungannya, metode penyusutan aset 

tetap berwujud ini dilakukan dengan cara mengalikan presentase dengan nilai 

buku dari aset tetap berwujud. Penggunaan metode penyusutan aset tetap 

berwujud saldo menurun dianggap mampu menghemat dari segi biaya yang 

dikeluarkan. 

Pajak merupakan iuran yang dipungut oleh pemerintah dengan tujuan untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung 

percepatan pemulihan ekonomi, mengoptimalkan penerimaan negara untuk 

membiayai pembangunan nasional serta mewujudkan sistem perpajakan yang 

konsolidatif dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Pengelolaan 

kewajiban pembayaran pajak sering diasosiasikan dalam suatu elemen manajemen 

badan atau perusahaan yang disebut dengan manajemen pajak, yang merupakan 

strategi untuk mengefisiensi pajak. Dalam pembayaran pajak pemilihan metode 

penyusutan aset tetap berwujud merupakan salah satu cara dalam manajemen 

pajak. 
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Koperasi Langgeng Mulyo adalah koperasi yang bergerak dibidang 

pemenuhan kebutuhan pertanian yang berada di Desa Ngancar Kecamatan 

Ngancar Kabupaten Kediri. Dalam kegiatan operasionalnya, Koperasi Langgeng 

Mulyo menggunakan beberapa aset tetap berwujud diantaranya tanah, bangunan, 

dan berbagai peralatan lainnya. Penyusutan dilakukan terhadap semua aset tetap 

berwujud yang dimiliki oleh Koperasi Langgeng Mulyo. Hasil dari penyusutan 

aset tetap berwujud tersebut akan mempengaruhi perolehan sisa hasil usaha yang 

dihasilkan oleh dan berkaitan erat dengan perhitungan pajak terutang yang harus 

dibayarkan. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 

metode penyusutan aset tetap saldo menurun ini dalam perhitungannya memiliki 

tarif lebih tinggi dibandingkan tarif garis lurus, hal tersebut akan mempengaruhi 

besarnya beban penyusutan aset tetap berwujud. Dampak dari besarnya beban 

penyusutan aset tetap berwujud dengan metode saldo menurun tersebut juga akan 

berpengaruh pada perolehan sisa hasil usaha yang dihasilkan serta besarnya pajak 

terutang yang harus dibayarkan oleh koperasi. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan analisis 

permasalahan dan melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Metode 

Penyusutan Aset Tetap Berwujud Saldo Menurun Untuk Menentukan Pajak 

Penghasilan Terutang”. 

Rumusan Masalah 

Secara umum rumusan masalah yang berfokus pada masalah penelitian ini 

berdasarkan pemaparan latar belakang diatas adalah bagaimana penerapan metode 

penyusutan aset tetap berwujud untuk menentukan pajak penghasilan terutang. 

Tujuan Penelitian 

Bersumber dari rumusan masalah diatas, maka dapat dijelaskan tujuan dari 

penelitian ini adalah menjelaskan penerapan metode penyusutan aset tetap 

berwujud untuk menentukan pajak penghasilan terutang. 

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan agar memberikan manfaat yang dijelaskan 

secara rinci sebagai berikut: 

1. Manfaat Operasional 

Penelitian ini dilakukan agar menjadi dasar informasi untuk manajemen 

koperasi mengenai total penyusutan aset tetap berwujud yang diperoleh dengan 

metode saldo menurun, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan 

evaluasi dalam menghitung total penyusutan aset tetap berwujud Koperasi 

Langgeng Mulyo pada pelaporan selanjutnya.  

2. Manfaat Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai alat banding dan literatur 

teoritis untuk memperkaya perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada 

bidang akuntansi yang berkaitan dengan penyusutan aset tetap berwujud serta 

dapat dikembangkan untuk penelitian berikutnya. 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Aset Tetap Berwujud 

Berdasarkan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam PSAK No. 16 Tahun 

2018 aset tetap diartikan sebagai aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan 

dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa untuk disewakan pada pihak lain, 
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atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari 

satu periode. Definisi tersebut sejalan dengan penjelasan dari Kusuma (2019:115) 

bahwa aset tetap berwujud adalah aset yang diperoleh untuk digunakan dalam 

kegiatan operasi normal, bukan untuk dijual kembali, bersifat jangka panjang dan 

merupakan objek penyusutan, serta bersubstansi fisik. Aset tetap berwujud 

disajikan dilaporan posisi keuangan berdasarkan nilai buku yakni harga perolehan 

dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Berdasarkan undang-undang perpajakan, 

aset tetap berwujud diklasifikan menjadi empat golongan yaitu: 

1. Golongan I, yang termasuk golongan ini adalah aset tetap berwujud selain 

bangunan dengan umur ekonomis sampai empat tahun, misalnya: peralatan, 

kendaraan, dan sebagainya. 

2. Golongan II, yang termasuk dalam golongan ini adalah aset tetap berwujud 

selain bangunan dengan umur ekonomis diatas empat tahun, misalnya: 

peralatan dari logam, truk berat, mobil tangki, dan sebagainya. 

3. Golongan III, yang termasuk dalam golongan ini adalah aset tetap berwujud 

selain bangunan dengan umur ekonomis antara delapan sampai dua puluh 

tahun, misalnya: mesin-mesin untuk produksi dan sejenisnya. 

4. Golongan IV, yang termasuk dalam golongan ini adalah aset tetap berwujud 

yang berwujud berupa tanah dan bangunan. 

PSAK No. 17 (2018) menjelaskan bahwa penyusutan adalah alokasi jumlah 

suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. 

Besarnya penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Sesuai dengan pengertian yang 

dikemukakan oleh Suandy (2016:37) bahwa penyusutan adalah alokasi sistematis 

suatu nilai aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang dapat 

diestimasi. Penyusutan periode akuntansi dibebankan ke pendapatan, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusutan 

aset tetap berwujud adalah biaya perolehan aset, nilai residua tau nilai sisa, dan 

umur ekonomis aset. Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan 

No. 36 Tahun 2008 ada beberapa metode untuk menghitung besarnya beban 

penyusutan antara lain: 

1. Metode garis lurus (straight line method) merupakan metode penyusutan aset 

tetap berwujud yang beban penyusutan pertahunnya sama hingga akhir umur 

ekonomis aset tetap berwujud tersebut. Besarnya beban penyusutan tiap 

periodenya dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

Penyusutan = Tarif Penyusutan x Dasar Perhitungan Penyusutan 

2. Metode saldo menurun (declining balanced method) merupakan metode 

penyusutan dipercepat yang menerapkan tingkat depresiasi konstan pada nilai 

buku yang menurun. Dalam metode saldo menurun ini beban penyusutan 

akan berbeda setiap periodenya. Metode saldo menurun dapat digunakan 

untuk menghitung penyusutan aset tetap berwujud kecuali bangunan. 

Besarnya beban penyusutan tiap periodenya dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut:  

Penyusutan th 1 = Tarif x Harga Perolehan Aset 

Penyusutan th n = Tarif x (Harga Perolehan –Penyusutan Tahun 1+n)   
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Tabel 1. Tarif Penyusutan Aset Tetap Berwujud Berdasarkan Undang-

Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 

Kelompok Harga 

Berwujud 
Masa Manfaat 

Tarif penyusutan sebagaimana 

dimaksud dalam 

Ayat (1) Ayat (2) 

I. Bukan Bangunan    

Kelompok 1 4 Tahun 25% 50% 

Kelompok 2 8 Tahun 12,5% 25% 

Kelompok 3 16 Tahun 6,25% 12,5% 

Kelompok 4 20 Tahun 5% 10% 

II. Bangunan    

Permanen 20 Tahun 5%  

Bukan Permanen 10 Tahun 10%  

Sumber : Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 

Pajak Terutang 

Mardiasmo (2016) Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada 

suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan pengertian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak yang terutang adalah pajak yang harus 

dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian 

tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

yang berlaku untuk penghasilan Wajib Pajak. Menentukan besarnya PKP bagi 

Wajib Pajak dalam negeri dan BUT umumnya dihitung dari penghasilan bruto 

dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.  

Berikut ini perhitungan PKP berdasarkan UU PPh No. 36 Tahun 2008: 

Peredaran Bruto     Rp xxx 

Biaya untuk mendapatkan, menagih  

dan memelihara penghasilan    Rp xxx - 

PKP Wajib Pajak Badan    Rp xxx 

Pajak Terutang = Penghasilan Kena Pajak x Tarif Pajak 

Tarif Pajak Penghasilan yang dikenakan untuk Wajib Pajak Badan menurut 

Undang-Undang dan Peraturan Kemenetrian Keuangan yang memiliki pendapatan 

sampai dengan Rp 4.800.000.000 yaitu: 

1. Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud 

dalam PP 23 Tahun 2018 adalah 0,5%, tarif tersebut berlaku selama 4 tahun. 

Apabila koperasi, CV dan Firma telah menerapkan tarif tersebut maka akan 

dikenakan tarif PPh Badan sesuai ketentuan umum pada UU Harmonisasi 

Perpajakan No. 7 Tahun 2021 sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun 

pajak 2022, dengan fasilitas Pasal 31E, yaitu pemberian fasilitas pengurangan 

tarif sebesar 50%. 

2. Apabila wajib pajak tidak menggunakan tarif Pajak Penghasilan final, maka 

tarif pajak badan dalam negeri dan BUT sebesar 28% menjadi 25% berlaku 

mulai 2010. Tarif ini kemudian diperbarui dengan dikeluarkannya Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 menjadi 22% dan 

berlaku untuk tahun pajak 2020 dan 2021. 
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III. METODE PENELITIAN 

Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk menghindari pembahasan yang tidak sesuai dengan pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian, maka ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada 

variabel yang digunakan oleh peneliti yang sesuai dengan fenomena yang diterjadi 

di koperasi yang mencakup tentang penyusutan aset tetap berwujud menggunakan 

metode saldo menurun untuk menentukan besarnya Pajak Terutang di Koperasi 

Langgeng Mulyo. 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, atau 

meringkas berbagai macam kondisi, situasi, fenomena, dan berbagai variabel 

penelitian menurut kejadian yang ada.  

Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Langgeng Mulyo yang berlokasi di 

Jalan Kelud No. 100, Desa Ngancar, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, 

Jawa Timur. Kode Pos 64291. 

Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer yang digunakan peneliti yaitu sejarah umum koperasi, 

lokasi koperasi, struktur organisasi koperasi, visi dan misi koperasi, daftar aset 

tetap berwujud koperasi dan laporan keuangan berupa perhitungan sisa hasil usaha 

tahun 2020-2021. Data sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

adalah data yang diperoleh dari sumber lain sebagai tambahan informasi seperti 

literatur berupa buku dan jurnal. 

Jenis Data 

Jenis data yang akan dianalisis adalah sebagai berikut: 

1. Data kualitatif adalah data statistik yang tidak berupa angka atau bilangan. 

Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sejarah umum 

koperasi, lokasi koperasi, struktur organisasi koperasi serta visi dan misi 

koperasi.  

2. Data kuantitatif adalah data statistik yang berupa angka atau bilangan. Data 

kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar aset tetap 

berwujud koperasi dan laporan keuangan berupa laporan sisa hasil usaha 

tahun 2020-2021. 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara tanya jawab secara langsung untuk mendapatkan data mengenai sejarah 

umum koperasi, struktur organisasi koperasi serta visi dan misi koperasi. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

menggunakan dokumen dari catatan langsung. Dokumen yang diperoleh 

mengenai daftar aset tetap berwujud koperasi dan laporan keuangan berupa 

perhitungan sisa hasil usaha tahun 2020-2021. 
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Identifikasi Variabel 

Variabel dalam penelitian ini adalah : 

1. Metode Penyusutan Aset Tetap Berwujud Saldo Menurun 

2. Pajak Penghasilan Terutang 

Teknik Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan berupa analisis deskriptif kuantitatif, 

yaitu analisis yang menjelaskan tentang variabel dalam penelitian yang kemudian 

dilakukan perhitungaan sehingga diperoleh informasi yang tepat.  

Langkah-langkah analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Melakukan pengelompokan aset tetap berwujud sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

2. Menghitung beban penyusutan aset tetap berwujud dengan menggunakan 

metode saldo menurun. Metode ini mengalokasikan penyusutan berdasarkan 

presentase umur ekonomis terhadap nilai buku aset, sehingga menghasilkan 

pembebanan penyusutan yang menurun. Dalam metode saldo menurun ini 

beban penyusutanakan berbeda setiap periodenya.  

3. Menghitung laporan sisa hasil usaha dengan menggunakan hasil perhitungan 

metode penyusutan aset tetap berwujud saldo menurun tahun 2020 dan 2021. 

4. Menghitung beban Pajak Penghasilan Terutang dengan menggunakan hasil 

perhitungan metode penyusutan aset tetap berwujud saldo menurun.  

5. Membandingan jumlah beban penyusutan aset tetap berwujud yang digunakan 

oleh Koperasi Langgeng Mulyo (metode garis lurus) dengan perhitungan beban 

penyusutan aset tetap berwujud yang dilakukan peneliti (metode saldo 

menurun). 

6. Membandingkan beban Pajak Penghasilan Terutang sebelum dan setelah 

menggunakan perhitungan metode penyusutan aset tetap saldo menurun. 

 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Aset Tetap Berwujud Koperasi Langgeng Mulyo 

Perhitungan beban penyusutan aset tetap berwujud bukan bangunan Koperasi 

Langgeng Mulyo periode 2015-2021 sesuai dengan pengelompokkan menurut 

Undang-Undang Perpajakan adalah sebagai berikut : 
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Tabel 2. Beban Penyusutan Kelompok I Aset Tetap Berwujud Periode 2015-

2021 
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Sumber : Data diolah peneliti (2022) 

Hasil perhitungan penyusutan aset tetap berwujud dengan menggunakan 

metode saldo menurun pada tahun 2020 sebesar Rp21.358.875 dan tahun 2021 

sebesar Rp68.911.479 

 

Tabel 3. Penyusutan Kelompok II Aset Tetap Berwujud Periode 2015-2021 
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Sumber : Data diolah peneliti (2022) 

Pada tabel 3, hasil perhitungan penyusutan aset tetap berwujud Kelompok II 

dengan menggunakan metode saldo menurun pada tahun 2020 sebesar Rp 

93.912.133 dan tahun 2021 sebesar Rp123.253.093. Total penyusutan aset tetap 

berwujud Kelompok I dan Kelompok II Koperasi Langgeng Mulyo dengan 

metode saldo menurun: 

Tahun 2020 sebesar Rp21.358.875+Rp93.912.133 = Rp115.271.008.  

Tahun 2021 sebesar Rp68.911.479+Rp123.253.093 = Rp192.164.572.  
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Perhitungan Sisa Hasil Usaha Koperasi Langgeng Mulyo  

Tabel 4. Perhitungan SHU Koperasi Langgeng Mulyo dengan beban 

penyusutan metode saldo menurun tahun 2020 

 
Sumber : Data diolah peneliti, 2022 

Perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebelum pajak diperoleh dari pendapatan 

operasional yang diperoleh oleh Koperasi Langgeng Mulyo diikurangi dengan 

beban pokok penjualan dan beban operasional termasuk beban penyusutan aset 

tetap berwujud. Metode yang digunakan untuk menghitung beban penyusutan aset 

tetap berwujud menggunakan metode saldo menurun untuk aset tetap berwujud 

kecuali bangunan yaitu sebesar Rp115.271.008 dan ditambah dengan beban 

penyusutan aset tetap berwujud bangunan yang disusutkan dengan metode garis 

lurus sebesar Rp29.022.025 sehingga menghasilkan beban penyusutan tahun 2020 

sebesar Rp144.293.033. Pada perhitungan beban penyusutan terdapat selisih 

penyusutan dari perhitungan dengan metode garis lurus yang digunakan oleh 

Koperasi Langgeng Mulyo sebesar Rp107.349.805 dengan metode saldo menurun 

Rp36.943.227 yang artinya perhitungan beban penyusutan aset tetap berwujud 

menggunakan metode saldo menurun akan menghasilkan beban penyusutan yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan metode garis lurus. Hal tersebut 

akan mempengaruhi besarnya Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dihasilkan oleh 

Koperasi Langgeng Mulyo menjadi lebih kecil sehingga dapat mengurangi beban 

pajak yang harus dibayarkan. 
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Tabel 5. Perhitungan SHU Koperasi Langgeng Mulyo dengan beban 

penyusutan metode saldo menurun tahun 2021 

 
Sumber : Data diolah peneliti, 2022 

Perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebelum pajak diperoleh dari 

pendapatan operasional yang diperoleh oleh Koperasi Langgeng Mulyo diikurangi 

dengan beban pokok penjualan dan beban operasional termasuk beban penyusutan 

aset tetap berwujud. Metode yang digunakan untuk menghitung beban penyusutan 

aset tetap berwujud menggunakan metode saldo menurun untuk aset tetap 

berwujud kecuali bangunan yaitu sebesar Rp192.164.572 dan ditambah dengan 

beban penyusutan aset tetap berwujud bangunan yang disusutkan dengan metode 

garis lurus sebesar Rp29.022.025 sehingga menghasilkan beban penyusutan tahun 

2021 sebesar Rp221.186.597. Pada perhitungan beban penyusutan terdapat selisih 

penyusutan dari perhitungan dengan metode garis lurus yang digunakan oleh 

Koperasi Langgeng Mulyo sebesar Rp132.519.592 dengan metode saldo menurun 

sebesar Rp88.667.005. 

 

 

Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang 

Tabel 6. Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Koperasi Langgeng 

Mulyo 

 
Sumber : Data diolah peneliti, 2022 
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Sisa Hasil Usaha (SHU) diperoleh dari perhitungan pendapatan dikurangi 

beban pokok penjualan dan beban operasional termasuk beban penyusutan aset 

tetap berwujud kecuali bangunan yang menggunakan metode saldo menurun. 

Tarif yang digunakan dalam perhitungan diatas berdasarkan PP No. 30 Tahun 

2020 Tentang Penurunan Tarif Pajak Badan dari 25% menjadi 22% dan fasilitas 

50% berdasarkan Pasal 31E bagi wajib pajak badan yang peredaran brutonya 

dibawah Rp 4,8 Miliar. Menghasilkan beban pajak untuk tahun 2020 sebesar Rp 

25.170.685 dan tahun 2021 sebesar Rp 24.626.092 

Perbandingan Beban Penyusutan dan Pajak Penghasilan Terutang 

Tabel 7. Perbandingan Beban Penyusutan  

 
Sumber : Data diolah peneliti, 2022 

Berdasarkan perhitungan beban penyusutan aset tetap berwujud kecuali 

bangunan Koperasi Langgeng Mulyo menggunakan metode garis lurus pada tahun 

2020 sebesar Rp79.300.580 untuk tahun 2021 sebesar Rp104.470.211 dan 

perhitungan dengan metode saldo menurun pada tahun 2020 sebesar 

Rp115.271.008 untuk tahun 2021 sebesar Rp192.164.572. Berdasarkan 

perhitungan tersebut terdapat perbedaan beban penyusutan untuk tahun 2020 

sebesar Rp35.970.428 dan tahun 2021 sebesar Rp87.694.361. Perbedaan beban 

penyusutan tersebut akan mempengaruhi besarnya Sisa Hasil Usaha (SHU) 

Koperasi Langgeng Mulyo, dimana dengan menggunakan metode saldo menurun 

akan menghasilkan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang lebih rendah sehingga 

mempengaruhi pajak yang akan dibayarkan menjadi lebih kecil dibandingkan 

dengan menggunakan perhitungan metode garis lurus. 

 

Tabel 8. Perbandingan Pajak Penghasilan Terutang 

 
Sumber : Data diolah peneliti, 2022 

Perbandingan beban pajak diatas berdasarkan penggunaan metode penyusutan 

aset tetap berwujud pada Koperasi Langgeng Mulyo, dimana sebelumnya 

Koperasi Langgeng Mulyo menghitung beban pajak menggunakan metode 

penyusutan aset tetap garis lurus dengan tarif pajak yang bersifat final sedangkan 

perhitungan beban pajak yang akan digunakan oleh Koperasi Langgeng Mulyo 

mulai tahun 2022 akan menggunakan perhitungan PPh 23. Sebagai perbandingan 

untuk dijadikan acuan perhitungan beban pajak tahun 2022, maka pada penelitian 
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ini dilakukan dengan menggunakan perhitungan berdasarkan pph 23 sebelum dan 

sesudah menggunakan metode penyusutan aset tetap saldo menurun. Terjadi 

selisih beban pajak yang lebih kecil dari perhitungan yang dilakukan sesudah 

menggunakan metode penyusutan aset tetap saldo menurun. Selisih untuk tahun 

2020 sebesar Rp 4.063.756 dan tahun 2021 sebesar Rp 9.753.388. Artinya dengan 

menggunakan metode penyusutan saldo menurun akan meningkatkan beban 

penyusutan 

 

V. PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data yang berkaitan dengan penyusutan aset tetap 

berwujud dan hasil penelitian yang peneliti lakukan, didapat bahwa pajak 

penghasilan terutang yang harus dibayarkan Koperasi Langgeng Mulyo 

mengalami perbedaan yang cukup signifikan. Penggunaan metode penyusutan 

aset tetap saldo menurun menghasilkan beban penyusutan yang lebih besar 

dibandingkan jika menggunkan metode garis lurus seperti yang telah diterapkan. 

Hal ini menunjukkan bahwa dengan melakukan penyusutan menggunakan metode 

saldo menurun akan menghasilkan Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dari 

penghasilan bruto dikurangi beban-beban termasuk beban penyusutan semakin 

kecil sehingga pajak penghasilan terutang yang dibayarkan juga semakin kecil. 

Perhitungan beban penyusutan aset tetap berwujud menggunakan metode 

saldo menurun tahun 2020 sebesar Rp115.271.008 yang memiliki selisih sebesar 

Rp35.970.428 dari beban penyusutan sebelum menggunakan metode saldo 

menurun. Beban penyusutan aset tetap berwujud untuk tahun 2021 sebesar 

Rp192.164.572 yang memiliki selisih sebesar Rp87.694.361 dari beban 

penyusutan sebelum menggunakan metode saldo menurun. Dalam menentukan 

Sisa Hasil Usaha (SHU) setelah pajak adalah dengan mengurangi Sisa Hasil 

Usaha (SHU) sebelum pajak dengan beban pajak yaitu pada tahun 2020 beban 

pajak yang dibayarkan menggunakan metode saldo menurun sejumlah 

Rp25.170.685 yang  artinya  terdapat  selisih  sebesar  Rp4.063.756  lebih  kecil  

dari  perhitungan  beban pajak sebelum menggunakan penyusutan metode saldo 

menurun. Pada tahun 2021 beban pajak yang dibayarkan jika menggunakan 

metode saldo menurun sejumlah Rp24.626.092 yang artinya terdapat selisih 

sebesar Rp9.753.388 lebih kecil dari beban pajak yang dikeluarkan sebelum 

menggunakan penyusutan metode saldo menurun. Hal ini berarti dengan 

menggunakan metode saldo menurun akan meningkatkan beban penyusutan aset 

tetap berwujud dan menghasilkan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang lebih rendah 

sehingga mempengaruhi beban pajak yang akan dibayarkan menjadi lebih kecil. 

 

Saran 

Berdasarkan pemaparan kesimpulan hasil penelitian diatas, maka peneliti 

memberikan saran dari beberapa hal yang perlu diperhatikan sehingga dapat 

menjadi masukan dan pertimbangan, sebagai berikut : 

1. Kepada pihak Koperasi Langgeng Mulyo, disarankan untuk memperhatikan 

aturan-aturan dalam menghitung biaya penyusutan aset tetap berwujud yang 

dimiliki oleh koperasi untuk dapat meminimalkan beban pajak penghasilan 

terutang yang akan dibayarkan. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan 

acuan oleh pihak Koperasi langgeng Mulyo dalam menghitung beban 
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penyusutannya kedepan, hal ini dikarenakan beban penyusutan dengan 

menggunakan metode penyusutan saldo menurun lebih besar dibandingkan 

dengan metode garis lurus sehingga dapat mempengaruhi besarnya beban pajak 

penghasilan terutang yang harus dibayarkan 

2. Penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti dalam menambah wawasan 

dan pengetahuan akademis serta dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa 

lain dalam melakukan perhitungan penyusutan aset tetap berwujud dengan 

metode saldo menurun untuk menghitung beban pajak penghasilan terutang 

koperasi.  

3. Bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

penyusutan asset tetap berwujud, alangkah baiknya jika memodifikasi variabel 

penelitian yang akan dilakukan seperti perhitungan rasio keuangan atas aset 

untuk menentukan besarnya laba dan estimasi beban pajak untuk tahun yang 

akan datang sehingga dapat menambah keragaman penelitian mengenai asset 

tetap berwujud untuk menentukkan besarnya beban pajak yang harus 

dibayarkan. 
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